
BUPATIMAHAKAM ULU

PROVINSI KALIMANTAI\I TIMUR
PE,RATTJRAN BI]PATI MAEAXAM IJLU

NOMOR 19 TAHI.JN 20T6

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH RKPD

KABTJPATEN MAHAKAM ULU TAHI.IN 2OI7

Menimbang

Mengingat

BI'PATI MAHAKAM IJLU,

Undang-Un,reng Nomor 17 Tshun 2003 tentang K(rlaryan Negsra

(Ledaran Negara Republik Indonesia Tahun 2fl)3 Nomor 47,

Tambahan t embarm Negara Republik lndonesia Nomr 4286);

Undang-Undang Normr I Tahun 20(X teotsng Perbcndahtrawan

Negara (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2fl)4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nonror 15 Tahun 2004 Tentug Pemeriksaan

Pengelolaan dan Pertangguog Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran

Negara R€publik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 66, Tambshan

Lembaraa Negara Republik Iodonesia Norrcr 44O0);

Uodang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tenalg Sist€m P€rEncadt
Pernbangrman Nasional (Lembaran Negara Repubtik Indonesia T-n
20O4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Reprblik Indonorh
Nornr zl42l);

Peraturan Perrerintah Normr lO4 Tahun 2000 Tentang Dana
Pcrimbangan sebagainnna telah diubah d€ngan Peraturan
Pemrintah Nonror M Tahm 2001 (Tambohan trmbaran Negara
Tahun 2fi)1 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomr 4165);
Undaog-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentanS Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2(D5 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahuo 2007 Nomor 33 Tambshan

Lembaran Negara Republit Indonesia Nomor 47fi));
Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2013 tentang Pemb€ntukrn

Kabupatcn Mahakam Ulu Provinsi Kalimntan Timur (Lembaran
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a bahwa untuk rnelaksanakao ket ntuan pasal l7 ayat (2) Undang-

Undang Nornor f7 Tahun 2003 tentaog KeuangBn Neglra, dipmdang

perlu menaap&an Perahrrm Bupati tentsnS Rerrana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD);

b. bahwa berdasarkan pertimbaDgan sebagaimana di"nltqd dalam hund
a diatas, perlu ditetapkan P€returan Bupsti teotang Rencana Keda

Perrerinah Daerah (RKPD) Tahun 2017;
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7 Uadang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentaag Pembcntukan

Kabupateo }{ahakam Ulu Provinsi Kllimrntxn Timrl (Lembarar

Negrra R4ublik Indoncsia Tahun 2013 Nomor 17, Tambalun

krnbaran Negara Republik Indoresia Nomor 5395);

8. Undaag-Undang Nomor 23 Tahua 2014 lc;naag Pernerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuo 2014 Nomor

244, Tambahan l-embaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor

ss87);

9. Paatrran Pemerintah Nomor 3E Tahun 2007 Tentaag Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah" Pemerintah Daerah

Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/tr(ota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2fi)7 Nornor 62, Tambahao Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Perduan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200E t€ahng Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Peogendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan [aerafi (Lembaran Negara Republik

Indoneia Tahun 200E Nomor 2I, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Iodonesia Nomor 48 I 7);
I l. Per*uan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentaog

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200E tentang

Tah.apan, Tatacara Pen) lsunarl, Pengendalian dan Evaluasi
p6htsrnaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara

Rcpublik Indonesia Tahuo 2010 Nomor 517);

12. Peraturao Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahua 2Ol4 tentang

Pedomen Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 20 14 Nomor 470);
13. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 06 Tahun 2013, Tanggal 3 I

Mei tentaog Organisasi dan Tata Kerja Inryektorat, Badan

Pereircanaan Pembangunan Da€rah datr Kantor Kesatuan Bangsa,

Politik dan Penanggulengen lgncaoa Kabupaten Mahakam Ulu dan

Perubahan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2O13, Tanggal 2l
Jutri 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja hspettora! Badan

Peracanaan Pembangunan Daerah don Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Mahak4m Ulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHIJN 2OI7

KERIA

BAB I
KETENTUAI\IUMUM

Pasal I
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintah Daerah adal-h Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerab;
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3. Bupati adalah Kepala Dacrah Ikbupaten Mahakam Ulu;

4. Rencana Kerja Pe,oerioah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen

perencanaan perrbmgunan drrah untuk periode I (satu) Tahun Anggaran;

3AB II
PENETAPAN RENCANA KERJA

Pasal 2

(l) D€ngan Peraturan ioi ditehpkan Rencana Kerja Pernerintah Daerah Tahun 2017'

sebagaimana datq terlanpir yang m€rupaken satu kesairan dan tidak dapat dipisahkatr

dari Peraturan ini;
(2) Rencana Ke{a Pernerintah Daerah Tahun 2017, ad.alah dokumcn P€renc€naan

pembangunao daerah unuk periode t (satu) tahun yaitu tahun 2Ol1 ya4 dimulai pada

taqgal I Januari 2017 daa berakhir pada regal3l Desember 2017.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2017 menpakan d'.ar penyusunan rancaogar APBD Taftun 2017 yan.g

memuat Raocangan Kcrangka Ekonomi Daerah Prioritas Pembaagrmaq Rencana Kerja

dan P€nd,ne.nnya
(2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menjadi ;

a Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam meoyusrm Rencana Anggaran

Satuan Kerja/Rencoa Kerja dan Anggilan Tahun 2017;
b, Pedoman bagi Pemerirtah Daerah dalam menyusuo Rancangan Angpratr Peodapatan

dan B€lanja Daerah (RAPBD) Tahun 20 I 7;

Pasal 4

Dalam rangka penyusrnan RAPBD Tahun 2017 :

a. Pemerintah menggunakaa RKPD Tahun 2017 s€bagai bahan perrbabasan keb[iatan umum
dao prioritas aoggaran di Pemerioah Provinsi Kalirnantan Timur;

b. Satuan Kerja Peraogka Daerah menggunakan RKPD Tahun 2017 dalam melakukan
pembahasaa Rencana Kerja dan Anggaran Saruan Kerja Perangkat Daerah deagan

Pemerintah Provinsi Kalimantqn Timu;

Pasal 5

(l) Satuan Kerja Perangkat flaerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunao atas

pelaksanaan rencaa kerja dan anggann yang b6isi uraian tentang keluaran kegiatan dan

indikator kinerja mashg-machg program;

(2) Lapcan senagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Bupsti c.q. Kqala
Brypeda yary tembusaonya disarnpaikan kepada Insp€kEr Inspcktorat dao Kepala
Bagiaa Keuangpn Se&ab paliag tambat 14 (eryat belas) hari setelah beralhimya triwulan
yang bersanghlaa
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(3) Laporan Kinerja menjadi masukao dlatr bahan pertimbmgan bagi analisis dao evaluasi

usulan anggarao tahun berikuoya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

yary bersangkutan.

Pasal 6

Kepala Bappeda meirelaah kescsuaian antara R€ncana Kerja dan Anggaran Safiun Kerja

Perangkat Daerah tahuo 2017 hasil pernbahasan bersama Pemerintah Phovinsi Kalimantan

Timur dengan Reocana Kerja Penrerintah Daerah Tahun 2017.

BAB Itr
PEI\ruTUP

Pasal 7

Dalem hr RKPD Tahun 2ol7 yzog ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pral 3 b€6eda

dari hasil pembahasan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerinah Daerah

menggumkao RKPD Tahun 2017 hasil pembahasan dengan Pemerintah Provinsi IGlimantan

Timur.

Pasal 8

Peratuan ini mulai berlcrku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap oraog dapd mcngetahuinya, memerintabkan pengundangan Perattran ini dengan

penecpatamya dahm Berita Daerah Kabupaten Mahatam Ulu

Ditetaptan
peda rqnggal

: di Ujoh Bilang
: I Jmi 2016

BUPATI

BELAWAI! GEH

KABUPATEN ULU,

AVUN

I]LU,
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l{.m. J.b.trn P.raf
DrE.Y.Juan J6nau Wakil Bupsti
Dra.Yohgnes Avrn,M-Si

Adltst I

D.8.St ph.nr.rs l,ladd{,S.SG,MM KeD.la BaoDeda
5 liooorgta Husun,SH,M.Si lGbq.Hukum dan Oron

Yo.danus Dani,S.Hra,M.Sl S€krs{sris BaDgeda
Madha Devum.SH

I;D5.I
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I
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Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal I Juni 2016

SEKRETARIS DAERAE

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHTIN 2016 NOMOR 19.
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